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ABSTRAK: - bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan
peran serta masyarakat, produktifitas dan daya saing, serta
pertumbuhan ekonomi dibutuhkan kreativitas daerah dan masyarakat
di daerah dengan melakukan kegiatan yang bersifat inovatif;

bahwa inovasi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk
berkreatifitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka
menciptakan terobosan baru dalam mendukung upaya Pemerintah
Daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 386 sampai dengan
Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta
ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan inovasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Inovasi Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati
II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati
II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan



Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan
Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan
Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497); Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi
Nasional; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Rahun 2014 Nomor 199); Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Rahun
2015 Nomor 2036); Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 15); Peraturan
Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota
Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
24);

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22
Januari 2019.

- Penjelasan 5 Halaman


